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Menimbang :  a.  bahwa gratifikasi merupakan suap terselubung yang 

termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi dan 

dapat menyebabkan kerugian negara; 

b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melarang penyelenggara 

negara untuk melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, termasuk gratifikasi dan menerima imbalan 

dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum 

menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan 

dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 

Gratifikasi sehingga perlu diganti dengan Peraturan 

Menteri baru; 

d. bahwa untuk menentukan gratifikasi yang wajib 

dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan perlu adanya 

pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
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10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 

Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan 

dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 

barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang 

dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 

sarana elektronik.  

2. Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai 

Kemen PPPA adalah pegawai negeri sipil, pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara 

negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya, termasuk pegawai yang 

ditugaskan, diperbantukan, atau dipekerjakan di 

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta digaji berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang­undangan.  

3. Pihak Lain adalah pihak eksternal Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik 

orang perseorangan, kelompok, maupun instansi yang 

berbadan hukum atau nonbadan hukum.  

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 

KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit pelaksana program pengendalian 

Gratifikasi. 

6. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemen 

PPPA yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan 

fungsi serta jabatannya. 
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7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

 

Pasal 2 

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA 

dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai Kemen PPPA dalam 

melakukan pencegahan, penanganan, dan penetapan status 

Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. 

 

BAB II 

GRATIFIKASI 

 

Pasal 3 

Setiap Pegawai Kemen PPPA: 

a. wajib melaporkan bila mengetahui adanya Gratifikasi; 

b. wajib menolak Gratifikasi; 

c. wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau 

d. tidak wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi. 

 

Pasal 4 

Wajib melaporkan bila mengetahui adanya Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan 

melalui Whistle Blowing System sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pasal 5 

(1) Wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b dalam hal berhubungan dengan jabatan 

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai 

Kemen PPPA. 

(2) Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan 

kewajiban atau tugas Pegawai Kemen PPPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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